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BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Perekonomian Jepang sejak jaman Meiji, tepatnya setelah Restorasi Meiji sampai masa Bubble Economy pada tahun 1980an mengalami perubahan yang terus-menerus, dengan berbagai depresi dan lonjakan ekonomi yang berselingan. Namun, meski demikian, ekonomi Jepang yang terkena dampak langsung dari Perang Dunia I dan II. Salah satu dari penopang utama yang mampu mempertahankan kestabilan perekonomian Jepang adalah keberadaan perusahaan-perusahaan  kecil dan menengah. Selain itu Jepang juga mempunyai ciri khas sendiri dalam pengelolaan perusahaan yang berbeda dari negara-negara barat, yang juga menjadi salah satu penyebab berkembangnya ekonomi di Jepang. 
1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah yaitu :

a. Bagaimanakah perkembangan secara kronologis perekonomian Jepang sejak akhir zaman Meiji?
b. Bagaimanakah keadaan di perusahaan-perusahaan kecil Jepang yang merupakan budaya mayoritas dalam perekonomian Jepang?  
c. Bagaimanakah pola-pola yang nampak dalam manajemen perusahaan-perusahaan besar di Jepang?
1.3.  Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan 3 sub pokok bahasan, yaitu:

a. Perkembangan Ekonomi Jepang sejak akhir zaman Meiji.
b. Perusahaan-perusahaan kecil sebagai budaya mayoritas dalam perekonomian Jepang modern.
c. Pola-pola manajemen perusahaan-perusahaan besar Jepang.
1.4.  Sistematika Penulisan
Makalah ini terdiri dari empat bab, yaitu bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. Bab dua membahas perkembangan perekonomian Jepang dari zaman Meiji sampai tahun 1980an. Bab tiga membahas mengenai peranan penting perusahaan kecil dan menengah dalam perekonomian Jepang.   Bab empat berisi kesimpulan dari pembahasan materi.
BAB II
PERKEMBANGAN EKONOMI JEPANG  ZAMAN MEIJI SAMPAI MASA BUBBLE ECONOMY
2.1 Perkembangan Ekonomi Jepang sejak Restorasi Meiji-Perang Dunia I (1868-1914)


Pada tahun 1868, setelah Restorasi Meiji, Pemerintah Jepang mengusahakan modernisasi di berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang yang waktu itu menjalankan perdagangan secara tradisional mampu menyerap sistem niaga modern ala barat dengan cepat. Pihak-pihak yang mampu menyerapnya dengan cepat adalah mereka yang berasal dari kalangan ksatria aristokrat yang memiliki modal dalam jumlah besar. Merekalah yang  pada masa itu bersama dengan beberapa pedagang tradisional dan juga pemerintah mendirikan industri-industri modern Jepang yang pertama. Sektor-sektor yang pertama didirikan antara lain adalah perbankan, perkapalan dan perkeretaapian. Karena dana yang dimiliki pemerintah saat itu juga masih terbatas, kebanyakan sektor diserahkan kepada pihak swasta, yang mendorong terbentuknya sistem zaibatsu.
Namun di sisi lain, sektor industri tradisional masih tetap mendominasi hasil produksi industri pada masa ini. Jumlah produksi sektor tradisional masih tetap lebih tinggi daripada sektor modern sampai sekitar tahun 1930-an. Hasil-hasil utama dari sektor tradisional saat itu antara lain adalah benang sutra, kepompong ulat sutra serta teh hijau. Koeksistensi antara industri sektor modern dan tradisional ini merupakan salah satu ciri khas ekonomi Jepang yang masih bertahan hingga sekarang. Contohnya industri bir dan sake. Industri bir di jaman modern ini banyak yang diproduksi secara modern pula, namun sake tetap dibuat secara tradisional. Keberadaan kedua jenis sektor ini saling mendukung satu sama lain menciptakan perekonomian yang kuat di Jepang. 

Sistem tenaga kerja dan upah pun sudah mulai dirancang oleh pemerintahan di saat itu. Karena koeksistensi sektor industri tradisional dan modern, banyak petani yang memiliki pekerjaan rangkap. Banyak industri modern yang mendapatkan tenaga kerjanya dari kaum petani. Lalu seiring dengan berkembangnya industri modern dan daerah perkotaan, banyak petani yang memutuskan meninggalkan pertanian dan bekerja di sektor industri di perkotaan. Dalam hal upah, sempat terjadi kesenjangan upah yang cukup mencolok antara tenaga kerja yang berada di kota besar seperti Tokyo dengan daerah lain. Tercatat pada masa itu upah seorang tukang kayu di Tokyo besarnya 2 kali lipat dari upah tukang kayu di Niigata. 
2.2
Perkembangan Ekonomi Jepang pada masa Perang Dunia I (1914-1939)

Agresi militer Jepang ke daerah China dan Rusia pada tahun 1900an menyebabkan Jepang terlibat dalam Perang Dunia I, dan dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan ekonomi Jepang. 
Yang pertama adalah ledakan ekonomi Perang Dunia I, yakni peningkatan produksi akibat peningkatan permintaan ekspor bidang perkapalan dan tekstil, serta terbentuknya keadaan kesenjangan sosial di antara pekerja kantoran dan petani berpenghasilan rendah yang mengakibatkan Pemberontakan Beras pada tahun 1918, dilanjutkan oleh Panik tahun 1920 yakni turunnya harga grosir, benang sutera dan kapas. Hal-hal berikutnya yang muncul secara berurutan yakni Panik Ishii tahun 1922, dan Gempa Bumi Kanto Besar dan moratorium hutang (1923), deflasi Yen (1925), Panik keuangan (1927), dan terakhir Politik Embargo Standar Emas (1930-1931). 

Investasi Pemerintah Jepang tahun 1920 dalam bidang konstruksi infrastruktur dan transportasi (jalan, jembatan, dan pekerjaan umum lainnya) disertai investasi swasta di bidang pabrik-pabrik, listrik, dan permesinan adalah pemicu terjadinya urbanisasi besar-besaran di Jepang, sehingga pemerintah daerah setempat mengambil kebijakan untuk menambah anggaran belanja untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan, untuk mencegah terjadinya masalah-masalah akibat padatnya penduduk di kota akibat urbanisasi, pemerintah pusat menetapkan pajak yang tinggi di kota-kota berkembang tersebut.

Seiring perkembangan indutri tersier tersebut, dan akibat dari bidang pertanian yang mengalami krisis kronis dan stagnansi, banyak buruh yang kehilangan pekerjaan, sehingga tenaga kerja ini pun terserap ke bidang industri tersier. Dalam industri ini, terdapat perbedaan upah antara pekerja yang lebih terampil dengan yang kurang. Pekerja yang terampil adalah pekerja tetap yang mana mendapat gaji berdasarkan tingkat senioritas, sedangkan yang kurang terampil hanya menjadi pekerja sementara, sehingga ada 2 jenis kalangan pekerja. Inilah struktur rangkap yang lahir pada masa ini.
 Pada tahun 1936-1937 Jepang yang sudah berpengalaman dan berhasil memenangkan perang melawan China dan Rusia kembali mempersiapkan diri memperluas persenjataan militer dengan meningkatkan industri berat, perkapalan dan amunisi. 
2.3
Perkembangan Ekonomi Jepang pada Masa Perang Dunia II (1939-1945)

Jepang bergabung dengan aliansi militer bersama dengan negara-negara fasis di Eropa yakni Jerman dan Italia, berperang melawan pasukan Sekutu (AS, Inggris, Australia, Perancis dll.). Perang ini membawa berbagai dampak dalam perekonomian Jepang. Dampak ini dimulai dari terjadinya defisit perdagangan sebesar ￥608juta dalam tahun 1937 akibat peningkatan impor yang tajam. Situasi ini akhirnya mengakibatkan pemerintahan Jepang mengendalikan perekonomian secara langsung pada tahun 1940 melalui “Tiga Azas” yang dirancang oleh Menteri Keuangan Kaya dan Menteri Perindustrian Yoshino.

Jepang yang sudah menerapkan idealisme perang mengandalkan bahan baku perang mereka dari daerah jajahan mereka yang sangat luas, mencakup daerah dari Birma sampai kepulauan Solomon. Namun ternyata hal ini menjadi penyebab awal keruntuhan militer dan ekonomi Jepang, karena rute pelayaran Asia Tenggara berhasil diblokade sekutu pada 1944. Jepang pun akhirnya bertekuk lutut dibawah tentara Sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom tahun 1945.
2.4       Reformasi, Rekonstruksi, dan Perang Korea (1945-1951)
Kekalahan mutlak Jepang pada Perang Dunia II (Tahun 1945) mengakibatkan kehancuran ekonomi Jepang, pengangguran meningkat, kekurangan pangan dan energi. Pada masa Perang Dunia II pemerintah Jepang terlalu memfokuskan pada produksi militer hingga pertaniannya hancur dan mengakibatkan kelaparan dan kematian akibat kekurangan gizi terjadi di mana-mana. Indeks harga konsumsi Jepang pun terus melambung dan menjadi masa-masa yang penuh kesengsaraan bagi masyarakat Jepang yang baru saja mengalami  kekalahan dan kehilangan sampai 3 juta penduduknya. Namun masyarakat Jepang tidak menyerah dan terus bertahan hidup dalam masa sulit ini melalui usaha pasar gelap atau dengan cara apapun

Pemerintahan Jepang dibawah perintah Penguasa Pendudukan (Sekutu) dengan cepat melaksanakan demiliterisasi dan reformasi demokrasi dalam bidang Zaibatsu, tanah dan perburuhan. Rekonstruksi ekonomi hukum anti-monopoli tahun 1947 dan Rencana Dodge pada 7 Maret 1949 oleh Pemerintah Pendudukan, yang berisi antara lain: menyeimbangkan anggaran nasional untuk mengurangi inflasi, pemungutan pajak yang lebih efisien, melenyapkan Bank Rekonstruksi Nasional karena hutang-hutangnya yang tidak ekonomis, mengurangi intervensi ekonomi negara, menetapkan nilai tukar 360 yen untuk 1 Dollar AS untuk menjaga harga ekspor Jepang tetap rendah. 
Perang Korea pada 25 Juni 1950 menjadi titik balik ekonomi Jepang. Blok Barat yang dipimpin Amerika kini harus berhadapan dengan partnernya di Perang Dunia II yakni Uni Soviet beserta Blok Timurnya (sekarang Rusia dan pecahan-pecahannya). Perang Korea sendiri adalah perang terselubung sebagai akibat “Perang Dingin” yang dijadikan lahan pencobaan persenjataan kedua kubu, demi memperebutkan daerah bekas jajahan Jepang di Korea, dengan dalih memerdekakan Korea, namun akhirnya justru memecah negara itu hingga kini menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Pada saat ini perhatian Sekutu yang terpusat pada Perang Korea menjadi saat yang tepat untuk memulai pemulihan terhadap perekonomian Jepang. Pada saat ini investasi yang kuat terjadi dalam sektor pabrik dan peralatan, sehingga modal untuk pemulihan ekonomi Jepang secara perlahan dapat terkumpul. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian San Fransisco dalam tahun 1951 dan Perjanjian Keamanan Bersama Jepang–Amerika Serikat dalam tahun 1952, Jepang memperoleh kembali kemerdekaannya, dan Hukum Anti-Monopoli yang direvisi pada tahun 1953, memungkinkan persaingan yang semakin ketat, namun juga menjadi penggerak keberanian dan kebebasan pengusaha Jepang dalam berinovasi.
2.5
Masa Pertumbuhan Pesat (1952-1973)

Perkembangan ekonomi Jepang pada masa ini memiliki beberapa poin penting, yakni perkembangan PNB Jepang yang pesat, dengan rerata 10% per tahun, yang disebabkan oleh kondisi ekonomi internasional dunia yang membaik, dengan perdagangan dunia yang meningkat hampir tiga kali lipat, pengucuran dana investasi Amerika Serikat ke Jepang untuk rencana-rencana ekonominya dan kondisi domestik yakni dihapusnya pengusaha-pengusaha lama, diganti dengan pengusaha baru yang lebih terbuka akan teknologi dan bersedia menerima banyak resiko demi menyetarakan ekonomi Jepang dengan dunia Barat, misalnya Toyo Rayon yang mengimpor teknologi dari Dupont, dan berhasil mengembangkan keuntungan yang bagus. Di antara rencana-rencana pemerintah dalam mengembangkan perekonomian Jepang, yang dinilai terbaik adalah Rencana Penggandaan Pendapatan tahun 1960 oleh PM Hayato Ikeda. Dari tahun 1967-1971 ekspor Jepang meningkat 20% dalam setahun dari $10.4 milyar menjadi $24 milyar. Dalam tahun 1970-1971 terjadi pengetatan moneter dan revaluasi yen yang mendesak pemerintah untuk menerbitkan surat obligasi guna mendukung perkembangan ekonomi.
2.6 Perkembangan dari tahun 1973, Krisis Minyak, dan Bubble 
Economy

· KRISIS MINYAK


Jepang pada tahun 1973 merupakan Negara yang sangat tergantung dengan keberadaan minyak mentah sebagai sumber utama energinya (75 %). Pada tahun ini pula di dunia terjadi krisis minyak yang disertai dengan perang timur-tengah keempat pada bulan Oktober sehingga harga minyak mentah naik 5 kali lipat dari harga awal yang berpengaruh pada kenaikan harga barang produksi untuk dalam dan luar negeri Jepang. Akibatnya untuk menghindari kerugian lebih banyak dari tingginya biaya bahan-bahan produksi dan upah tenaga kerja, banyak produsen yang menimbun barang hasil produksi sehingga kuantitas barang yang beredar di pasaran tidak mencukupi permntaan pasar dan terjadilah hal yang disebut dengan inflasi harga gila. Takeo Fukuda yang memimpin Bank Jepang dan Badan Perencanaan Ekonomi mengambil tindakan penghematan yang ketat dan berlangsung selama 2 tahun untuk menurunkan inflasi. Selama 2 tahun itu, inflasi di Jepang menurun dengan cepat dengan imbas pada keuntungan perusahaan yang menurun. Dalam jangka waktu 2 tahun itu, terdapat banyak pabrik yang berhenti beroperasi dan investor memilih untuk menginvestasikan dananya ke sektor lain daripada sektor pabrik dan peralatan. Pengangguran pada masa ini juga meningkat terutama untuk kalangan pegawai tidak tetap, ibu rumah tangga, dan angkatan kerja baru karena perusahaan di Jepang masih menganut sistem karyawan tetap yang bekerja seumur hidup.

· MENUJU PERTUMBUHAN YANG STABIL


Dalam rangka menurunkan inflasi pada tahun  1973, pemerintah Jepang menerapkan Operasi Turun Tangga yang terdiri dari:

· Penghematan energi dan pendayagunaan bahan bakar

· Mengurangi konsumsi listrik untuk penerangan

· Memakai alat pemanas dan pendingin pada suhu tertentu

· Teknik pengeboran yang berlanjut dalam industri baja

· Tempat pembakaran NSP dalam produksi semen 

· Teknologi baru

· Biaya perburuhan dan bunga yang lebih rendah
· Kenaikan upah ditekan

· Mutasi karyawan

· Memberikan hak pensiun lebih awal dengan dana khusus (mengurangi jumlah TK secara tidak langsung)

· Mengurangi pinjaman (hanya melakukan pinjaman dg bunga rendah)

Dampak positif dari operasi ini : 
· keuntungan rata-rata perusahaan naik
· perluasan industri tersier secara nasional terutama bidang jasa dan perdagangan (asuransi, bank, telekomunikasi, saham) >< industri primer dan sekunder (pertanian, manufaktur, pertambangan) mulai merosot pendapatan dan produksinya

· permintaan ekspor mulai meningkat pada akhir 1975
Pada tahun 1975, pemerintah menerbitkan obligasi pemerintah untuk menutupi defisit dari kekurangan fiskal pada tahun sebelumnya yang disebabkan oleh deflasi dan kemerosotan pendapatan dari perusahaan dan juga rendahnya konsumsi dalam negeri. Tahun 1978, PM Takeo Fukuda menyarankan investasi fiskal untuk mendukung permintaan domestik dan pemulihan neraca pembayaran internasional, dampak dari kebijakan ini antara lain:

· pembatasan moneter dilonggarkan 

· investasi swasta dalam sektor pabrik dan peralatan meningkat pada tahun 1979 (industri kembali berkembang dengan pesat)

· penggunaan kapasitas dalam industri manufaktur meningkat

Namun sebagai timbal balik dari kemajuan-kemajuan yang dicapai dari program ini adalah tingginya neraca impor daripada ekspor yang juga disebabkan oleh strategi minyak OPEC disertai kenaikan harga bahan baku. Sebagai penyelesaian dari masalah ini, Takeo Fukuda memberlakukan kebijakan uang ketat, mengurangi anggaran belanja pemerintah, dan kembali menerbitkan obligasi pemerintah untuk membiayai defisit anggaran. Setelah diterapkan kebijakan uang ketat dan pembatasan pengeluaran negara, Jepang berhasil mengekang terjadinya inflasi dan memperlunak resesi yang erjadi dalam negeri, selain itu pula, impor minyak pada tahun 1979 menurun dari 281 juta kL menjadi 212 juta kL

· EKONOMI JEPANG TAHUN 1980-AN


Pada masa ini, teknologi penghematan energi lebih lanjut dan pengurangan ketergantungan pada minyak diterapkan dalam sektor produksi di Jepang dan industri-industri di Jepang mengalami kemajuan yang berarti dan mulai memainkan peran dalam dunia internasional. Jepang menguasai 8,8% ekspor dunia dan 7,3% impor dunia pada tahun 1983 sehingga kebijakan yang diterapkan oleh Jepang mempengaruhi ekonomi internasional.


Perusahaan-perusahaan Jepang mulai melakukan ekspansi perdagangan dan investasi internasional yang membuatnya menjadi salah satu negara industri dengan tarif terendah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

· membuka pasarnya terhadap produk-produk luar negeri

· memajukan impor (minyak mentah, batu bara, kapas mentah, wol, karet, pangan, kayu, dsb karena miskin SDA)

· menghentikan ekspor produk tertentu yang berlebihan. 
· mengizinkan penanaman modal asing dalam negeri

· mendorong transaksi internasional dalam mata uang Yen

· memperbaiki kondisi keuangan dan pasar modalnya

· BUBBLE ECONOMY


Definisi: suatu keadaan perekonomian yang tidak sehat dan terjadi akibat timbulnya spekulasi yang menaikkan harga-harga di mana seringkali kenaikan harga tersebut akan menimbulkan spekulasi lanjutan yang kembali menaikan harga-harga sampai pada puncak tertinggi yang akan jatuh kembali ke nilai realistisnya secara bersamaan sehingga perekonomian mengalami crash (krisis)

Stock market bubble merupakan penyebab krisis di Jepang pada akhir tahun 1986-1990an (teori Greater Fool: membeli saham dengan harga tinggi karena merasa yakin akan dapat menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi, namun ternyata karena harga tersebut sudah over-valued maka tidak dapat dijual lagi dan para investor mengalami kebangkrutan). Krisis terjadi disebabkan adanaya spekulasi mengenai harga tanah di Jepang, di mana dipercaya harga tanah tidak akan pernah jatuh, di samping spekulasi mengenai harga saham di Nikkei Stock Index yang mana berakibat terjadinya pencapaian harga pada titik tertinggi/ over-valued pada tanggal 29 Desember 1989.
BAB III

DOMINASI PERUSAHAAN KECIL-MENENGAH DAN POLA-POLA MANAJEMEN PERUSAHAAN BESAR

3.1     Dominasi Usaha Kecil dan Menengah

Perusahaan-perusahaan kecil di Jepang merupakan sektor mayoritas dalam ekonomi Jepang. Menurut Hukum Standar UKM Jepang, sebuah Chusho Kigyo (perusahaan kecil-menengah) adalah perusahaan yang memiliki karyawan tidak lebih dari 100 orang dan memiliki aset tidak lebih dari 100 juta Yen. Data tahun 1999 menunjukkan bahwa tenaga kerja Jepang yang bekerja di sektor swasta mayoritas bekerja di perusahaan yang berstatus Chusho Kigyo. Pada sektor manufaktur, suku cadang elektronik dan mobil serta konstruksi, bisnis berskala kecil juga mendominasi secara jumlah. Dalam industri konstruksi sekitar 9 dari 10 orang karyawan bekerja di bisnis berskala kecil. 

Perusahaan-perusahaan berskala kecil-menengah tentunya memiliki perbedaan dalam cara pengelolaan jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Perbedaan tersebut akan dijabarkan pada tabel di bawah ini:
	
	Perusahaan  Besar
	Perusahaan Kecil

	Mobilitas antar perusahaan
	Rendah
	Tinggi

	Jam kerja
	Pendek
	Panjang

	Latar belakang pendidikan pegawai
	Tinggi
	Rendah

	Gaji
	Tinggi
	Rendah

	Keterlibatan pegawai dalam masalah perusahaan
	Rendah
	Tinggi

	Gaya cara pengambilan keputusan
	Secara birokratis/hukum
	Entrepreneurial

	Sistem kerja seumur hidup 
	Ada
	Tidak



Secara umum, perusahaan kecil-menengah dapat terbagi menjadi dua kategori besar. Grup pertama adalah bisnis besar menggunakan struktur rangkap, yang bekerja dengan cara menguasai bisnis-bisnis berukuran lebih kecil dan menggaji karyawannya dengan gaji yang lebih sedikit pula. Grup kedua adalah bisnis kecil yang menekankan pada inovasi, vitalitas dan dinamisme, serta telah beradaptasi dengan fleksibel demi kebutuhan para pelanggannya.

Di tingkat tertinggi, Jepang memiliki empat perusahaan finansial besar yakni Bank Mitsui-Sumitomo, Mizuho Financial Group, Tokyo-Mitsubishi Bank dan UFJ Bank. Di sektor industri terdapat 6 konglomerat utama: Daiichi Kangin, Fuyou, Mitsubishi, Mitsui, Sanwa, dan Sumitomo. Dengan sebuah bank besar pada inti perusahaan, grup-grup perusahaan ini juga memiliki berbagai macam perusahaan cabang berskala besar di bidang manufaktur dan perdagangan.


Di pucuk terakhir dari perusahaan besar tersebut, terdapat perusahaan-perusahaan cabang yang dinamakan Keiretsu (penggolongan perusahaan cabang). Di dalam keiretsu ini, perusahaan cabang diharapkan saling membantu dalam bidang keuangan, transaksi bisnis, dan kepemilikan saham bersama. Bentuk keiretsu ini sendiri didasari dari bentuk keluarga ala Jepang, dimana kontrak pekerjaan diatur oleh perusahaan yang tingkat keiretsunya lebih tinggi, dan semakin kecil cabang, semakin kecil pula rencana kontrak kerja yang akan disetujui. Setiap perusahaan kecil (cabang perusahaan) biasanya hanya akan dimiliki satu grup keiretsu saja.

Perusahaan keiretsu dapat digolongkan menjadi 4 jenis umum yakni

1. Perusahaan berukuran sedang, yang dimiliki grup enterprise yang kendalinya dipegang oleh perusahaan induk. Perusahaan ini juga bergantung dalam hal finansial, keahlian dan mendapatkan bantuan lainnya dari perusahaan induk. Sebaliknya perusahaan induk akan menunjuk karyawannya sendiri (biasanya yang sudah mendekati masa pensiun) untuk menjadi direktur, manajer dan eksekutif dalam perusahaan keiretsunya.
2. Subkontraktor level rendah, kebanyakan berupa pabrik-pabrik subkontraktor yang dibawahnya masih ada perusahaan reisai kigyo, yang mempekerjakan maksimal 10 pekerja. Reisai kigyo agak merugikan, karena perusahaan-perusahaan ini dioperasikan sesuai keinginan perusahaan induknya, serta karena waktu kerja karyawan harian yang terus meningkat karena adanya kebiasaan lembur, bahkan di akhir minggu dan hari libur.

3. Perusahaan non-konvensional dan “beresiko tinggi”, berciri-ciri memiliki ukuran firma yang cukup besar dan pengambilan keputusannya tanpa tekanan dari perusahaan besar. Orang yang bekerja di sektor ini mungkin tidak mendapatkan status sosial yang sama tinggi dengan orang yang bekerja di perusahaan besar. Mereka yang bekerja di sektor ini memiliki kepercayaan diri an kepuasan dalam bekerja.

4. Perusahaan kecil mandiri, berupa usaha mandiri dalam bentuk toko makanan kecil, toko beras, onsen, toko minuman, laundry, dll. Biasanya berupa usaha keluarga yang turun temurun, ada juga yang mempekerjakan noren wake/”pengabdi” yang dipercaya untuk bekerja pada keluarga tersebut dalam jangka waktu yang lama, misal sejak remaja, dan apabila telah dewasa akan direstui menjadi kepala toko atau membuka usaha sendiri oleh sang pemilik usaha. Usaha-usaha mandiri ini berperan dalam organisasi komunitas dan acara-acara di daerahnya, karena biasanya mereka juga bekerja di tempat yang sama dengan tempat tinggal mereka (ruko), sehingga mereka mampu menggabungkan usahanya dengan keseharian dan dapat membantu membangun daerah asalnya.

3.2     Pola-Pola Manajemen Perusahaan Besar

1. Kerja Seumur Hidup

Pada perusahaan-perusahaan besar di Jepang, banyak pegawai direkrut untuk bekerja seumur hidup. Seorang pegawai selama karirnya bisa dipindahkan dari satu departemen ke departemen lain. Bahkan seorang pegawai baru bisa saja diterima bekerja di suatu perusahaan tetapi tidak disebutkan di jabatan mana dia diterima karena ia bisa ditempatkan di mana saja tergantung keputusan perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar juga cenderung lebih memperhatikan kesejahteraan pegawainya. Pegawai-pegawai yang mempunyai performa kerja yang baik bisa mendapat pinjaman jangka panjang untuk membeli rumah atau pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini juga memberikan bonus setiap musim panas dan dingin Keadaan ini mengakibatkan para pegawai semakin tergantung dan terikat pada perusahaan. Hal ini disebut oleh para ahli sebagai korporatisme (kaishashugi/kigyoshugi). Para pegawai bersedia mendedikasikan diri secara total untuk perusahaan bahkan sampai mengorbankan semua kepentingan pribadinya.

2. Evaluasi kemampuan pegawai

Perusahaan-perusahaan besar, terutama setelah masa resesi ekonomi seperti sekarang ini, biasanya melakukan evaluasi kemampuan pegawai setiap 1 atau 2 tahun untuk menentukan kenaikan gaji atau pangkat. Kemampuan yang dievaluasi pada pegawai tersebut terbagi menjadi 3, yaitu

· Jitsuryoku : kemampuan dalam menangani suatu proyek

· Soshitsu : kemampuan laten yang dimiliki seseorang untuk suatu akitivitas

· Noryoku : kemampuan secara umum secara keseluruhan, lebih kepada karakter/sifat orang tersebut

Dari ketiga elemen tersebut, noryoku adalah elemen yang dianggap paling penting dalam penilaian. Seorang pegawai tidak hanya harus mampu dalam hal menyelesaikan pekerjaan tetapi juga harus memiliki kepribadian yang baik. Karena ini, banyak pegawai yang sengaja datang pagi-pagi ke kantor untuk sekadar membersihkan meja atau sengaja pulang belakangan setelah atasan mereka pulang untuk menimbulkan kesan yang baik. Di sisi lain, para atasan juga sengaja mengajak bawahan-bawahannya untuk pergi minum-minum setelah bekerja atau menjadi perantara/nakoudo pada pernikahan bawahannya. Jika dilihat dari sisi tatemae (kesan publik), mereka harus tampak mendedikasikan diri bagi perusahaan, tetapi dari sisi honne (perasaan pribadi) mereka melakukan ini juga untuk keuntungan diri mereka sendiri agar mendapat penilaian yang baik dari perusahaan dan akhirnya bisa naik pangkat.  Memang pada perusahaan-perusahaan besar, seringkali besarnya gaji ditentukan dari tingkat senioritas pegawai/lamanya seorang pegawai bekerja di perusahaan tersebut. Namun belakangan ini sejak masa resesi ekonomi, semakin banyak perusahaan besar yang menggunakan sistem evaluasi ini untuk menentukan besarnya gaji pegawai.

3. Mengumpamakan perusahaan seperti keluarga

Perusahaan-perusahaan Jepang menekankan pada pegawainya untuk menjalin hubungan baik dengan sesama pegawai dan menganggapnya sebagai keluarga, menjadikan perusahaan sebagai pusat kehidupan mereka yang lebih penting daripada keluarga mereka sendiri. Ada orang-orang yang menyebut perusahaannya sebagai uchi (rumah kami) dan menyebut perusahaan lain dengan akhiran –san yang biasanya dipakai pada nama keluarga. Misalnya untuk perusahaan Toyota menjadi Toyota-san, Nissan menjadi Nissan-san, dst. Dalam contoh lain, atasan-atasan dalam perusahaan diharapkan mau mendengar keluh kesah bawahannya dan memberi semangat agar para bawahannya semakin mendedikasikan diri pada perusahaan. Maka ada 2 sudut pandang mengenai perusahaan-perusahaan Jepang : secara tatemae sebagai keluarga di mana anggota-anggotanya rela berkorban demi perusahaannya dan antar anggota diharapkan memiliki hubungan yang dekat. Sedangkan secara honne sebagai perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan di mana pegawai-pegawainya bersaing satu sama lain demi mendapat penilaian yang baik dari atasan. Namun, adanya sistem kekeluargaan dalam perusahaan Jepang mungkin malah lebih efektif dalam usaha mencapai tujuan-tujuan perusahaan daripada cara-cara perusahaan barat yang lebih menggunakan cara hukum dan birokratis. 

Karena adanya sistem keluarga tersebut, perusahaan Jepang juga sangat menekankan pada sosialisasi tentang visi perusahaan. Seluruh pegawai harus bekerja sekuat tenaga untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara-cara yang sesuai dengan visi perusahaan. Untuk mencapai ini, pegawai-pegawai baru biasanya mendapat training untuk menghilangkan keegoan mereka dan menjadikan mereka siap bekerja keras hingga mengorbankan diri untuk perusahaan. Training ini bahkan bisa berupa latihan fisik yang keras seperti militer sampai menyuruh mereka melakukan hal-hal yang memalukan di depan umum, misalnya menyanyi dengan keras di jalan. 
BAB IV
KESIMPULAN

Setelah dipaparkan jauh mengenai sejarah perekonomian Jepang setelah Restorasi Meiji sampai dengan tahun 1980an, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi di Jepang dapat bertahan dan terus berkembang melalui berbagai resesi yang terjadi secara global bahkan dapat menjadi salah satu negara yang memiliki perekonomian yang cukup stabil bahkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam negaranya dapat mempengaruhi ekonomi internasional. 

Perekonomian di Jepang didominasi oleh perusahaan-perusahaan kecil dan menengah jika dibandingkan dengan perusahaan besar. Meskipun lebih rentan terhadap perubahan situasi ekonomi, namun perusahaan kecil dan menengah tetap dapat berkembang bahkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong kesuksesan Jepang dalam membangun dan memajukan ekonomi nasional. 
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